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Abstract: 
Legal Principles in PERMA No. 3 of 2017 contains legal principles in adjudicating 
women's cases, there are seven principles for adjudicating women's cases, 
namely, respect for human dignity, non-discrimination, gender equality, equality 
before the law, justice, expediency and legal certainty. PERMA No. 3 of 2017 is a 
guideline for judges in deciding and adjudicating cases of women in conflict with 
the law. Conduct a review of the position of Legal Principles in PERMA No. 3 of 
2017 by referring to the verses of the Qur'an which talk about law and the Hadith 
of the Prophet Shallallahu 'Alaihi Wasallam which talks about law, as well as 
reviewing several written works from Islamic scientists or scholars.  
The purpose of this research is to determine the position of legal principles in 
PERMA No. 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases in 
conflict with the law.The type of research used is library research with a statutory 
and conceptual approach. Secondary data sources consist of primary legal 
materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, in this research 
obtained from PERMA No. 3 of 2017, the Al-Qur'an and hadith as well as ulama's 
commentaries. The data collection technique is carried out by reading, examining 
the editorials of the verses of the Qur'an and Hadith as well as the tafsir books 
which are reference sources, then grouping or classifying the relationship 
between the verses and hadith and legal principles in PERMA No. 3 of 2017. 
The result of this research is that the position of legal principles in a legal system 
is very important because it is the main basis or foundation of the law. Legal 
principles are more general than the law itself. After being created in the form of 
a concept map, the position of the seven legal principles contained in PERMA No. 
3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases in conflict with 
the law itself is in accordance with the Ahkam Verse and Ahkam Hadith, this can 
be seen in the editorial of the ahkam verses and ahkam hadiths obtained, which 
shows that there is a connection between meaning and significance with the 
principles of the legal principles in the PERMA, plus the existence of 
interpretations from ulama which support and convince that the verses and 
hadith of the ahkam obtained are indeed in accordance with the legal principles 
of PERMA No. 3 years 2017, then it's just a matter of how we asmukallaf can apply 
it in our lives. 
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Abstrak: 
Asas Hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 berisi mengenai asas-asas hukum 
dalam mengadili perkara perempuan, terdapat tujuh asas mengadili perkara 
perempuan yaitu, pengharagaan atas harkat dan martabat manusia, non 
diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, 
kemanfaatan, dan kepastian hukum. PERMA No. 3 Tahun 2017 ini merupakan 
pedoman bagi hakim dalam memutus dan mengadili perkara perempuan 
berhadapan dengan hukum. Melakukan tinjauan terhadap kedudukan Asas 
Hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 dengan merujuk pada Ayat Al-Qur’an 
yang berbicara mengenai Hukum dan Hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam yang berbicara mengenai hukum, serta menelaah beberapa karya tulis 
dari ilmuwan atau cendikiawan Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
kedudukan asas-asas hukum dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman 
mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. 
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian pustaka dengan pendekatan 
perundang-undangan dan konseptual. Sumber data sekunder terdiri dari Bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tarsier, dalam 
penelitian ini diperoleh dari PERMA No 3 tahun 2017, kitab Al-Qur’an dan hadis 
serta kitab-kitab tafsir ulama. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara 
membaca, menelaah redaksi ayat Al-Qur’an dan Hadis serta kitab-kitab tafsir yang 
menjadi sumber rujukan, kemudian dilakukan pengelompokkan atau klasifikasi 
keterhubungan ayat dan hadis ahkam dengan asas-asas hukum dalam PERMA No. 
3 tahun 2017. 
Hasil dari penelitian ini ialah bahwa kedudukan Asas hukum dalam sebuah sistem 
hukum sangatlah penting karena itu sebagai landasan atau fondasi utama hukum 
tersebut. Asas hukum bersifat lebih umum daripada hukum itu sendiri. Setelah 
dibuat dalam bentuk sebuah peta konsep, kedudukan ketujuh asas-asas hukum 
yang terkandung dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili 
perkara perempuan berhadapan dengan hukum sendiri telah sesuai dengan Ayat 
Ahkam dan Hadis Ahkam, hal ini dapat dilihat pada redaksi ayat- ayat ahkam dan 
hadis-hadis ahkam yang diperoleh, yang mana menunjukkan adanya keterkaitan 
arti dan makna dengan asas-asas hukum dalam PERMA tersebut, ditambah lagi 
adanya tafsir dari ulama yang mendukung dan meyakinkan bahwa ayat dan hadis 
ahkam yang diperoleh memang sesuai dengan asas hukum PERMA No. 3 tahun 
2017, selanjutnya tinggal bagaimana kita sebagai mukallaf dapat menerapkannya 
di dalam kehidupan. Kedudukan Asas-asas hukum PERMA N0. 3 tahun 2017 telah 
sejalan dengan isi kandungan Al-Qur’an dan Hadis serta diperkuat dengan Tafsir 
para Ulama. 
 
Kata Kunci: PERMA No. 3 TAHUN 2017, Ayat Ahkam, Hadis Ahkam 
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A. Pendahuluan  
Dalam lingkungan Peradilan Agama baru-baru ini Mahkamah Agung 

mengeluarkan sebuah produk Hukum yaitu PERMA No. 3 Tahun 2017 
tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum. 

PERMA ini lahir untuk mengisi kekosongan aturan sebagai pedoman 
bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang 
berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai 
saksi, atau perempuan sebagai pihak (dalam perkara perdata). PERMA ini 
memberi panduan kepada hakim agar mampu memahami prinsip-
prinsip mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, mengidentifikasi 
situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi 
terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang 
setara dalam memperoleh keadilan dalam sistem peradilan.1  

Untuk mencapai tujuan memperoleh keadilan dalam sistem peradilan 
maka secara tegas PERMA No. 3 Tahun 2017 menyebutkan asas-asas hukum 
dalam pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menjadi pedoman bagi hakim 
dalam memutus sebuah perkara yaitu sebagai berikut:  

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia 
2. Non diskriminasi 
3. Kesetaraan gender 
4. Persamaan di depan hukum 
5. Keadilan 
6. Kemanfaatan 
7. Kepastian hukum. 

 
B. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara dan langkah yang dilakukan oleh 
peneliti yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi serta 
menelaah data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian 
menjelaskan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur, waktu 
penelitian, langkah- langkah yang dilalui sehingga diperoleh sumber dan 
data serta melakukan analisa pada sumber dan data tersebut. 2 

1. Jenis penelitian 
Penelitian ini masuk kedalam kategori jenis penelitian pustaka 

(Library Research), yakni suatu kajian yang memakai literatur 
kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab 
maupun infomasi lainnya yang ada hubungannya dengan ruang lingkup 
pembahasan.3 Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian 
pustaka dengan menggunakan Ayat dan Hadis Ahkam dari kitab-kitab 
serta tafsir para ulama terhadap kedudukan Asas-asas Hukum dalam 

 
1 Materi muatan pokok dalam PERMA No. 3 tahun 2017- Mahkamah Agung 
2 M. iqbal hasan, pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya (Jakarta: 

GhaliaIndonesia, 2014)h. 21 
3 Joko subagyo, metode penelitian dalam teori dan praktek (Jakarta: Rineka Cipta 2019) h. 2 
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PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara 
perempuan berhadapan dengan hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian ini, digunakan 2 (dua) model pendekatan, yaitu: 

pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan 
konseptual (Conceptual Approach). Pertama, memakai pendekatan 
Perundang-undangan (Statute Approach, Kedua, memakai pendekatan 
konseptual (Conseptual Approach), pendekatan konsep bertujuan 
untuk menganalisa bahan hukum agar diketahui makna yang 
terkandung pada istilah-istilah hukum. Ini diperbuat agar memperoleh 
makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau 
menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. 

 
C. Pembahasan  

Sebagaimana dijelaskan mengenai persoalan diatas, maka disini 
peneliti akan membuat dan menjelaskan kesinambungan antara tujuh Asas 
mengadili perkara perempuan: 

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia 
2. Non diskriminasi 
3. Kesetaraan gender 
4. Persamaan di depan hukum 
5. Keadilan 
6. Kemanfaatan 
7. Kepastian hukum. 4 

 
Dari ketujuh asas hukum ini memiliki kedudukan yang sangat penting 

di dalam pembentukan PERMA tersebut, karena menjadi landasan atau 
fondasi bagi hakim dalam memutus sebuah perkara. Adapun secara khusus 
jika ditelaah lebih lanjut untuk mengadili perkara perempuan berhadapan 
dengan hukum, maka didapati tiga Asas penting yakni Asas Non Diskriminasi, 
Asas Kesetaraan Gender, dan Asas Persamaan di depan hukum, ketiga asas 
inilah yang lebih utama dibandingkan asas yang lainnya dalam PERMA 
tersebut di dalam memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum. 
Namun di sini kita akan tetap membahas ketujuh asas hukum dalam PERMA 
No. 3 tahun 2017 dengan meninjau keterkaitannya pada ayat ahkam dan 
hadis ahkam dalam bentuk sebuah peta konsep. 

 
D. Tinjauan dalam Ayat dan Hadis Ahkam 

Al-qur’an dan Hadis merupakan dua pedoman bagi orang beragama 
islam menjalani kehidupan di dunia, di dalamnya terkandung berbagai 
prinsip- prisnsip dan aturan dalam kehidupan yang berguna untuk 
kelangsungan kehidupan. Al-Qur’an dan Hadis juga merupakan dua sumber 

 
4 Materi muatan pokok dalam PERMA No. 3 tahun 2017- Mahkamah Agung 
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utama bagi umat muslim dalam mengambil landasan atau prinsip dasar 
dalam melakukan suatu perbuatan.5 

Sebagai sumber hukum yang pertama, banyak ayat-ayat Al-Qur’an 
yang berbicara mengenai hukum. Tidak hanya hukum tetapi juga berbicara 
sebab akibat serta ancaman dan hukuman bagi setiap mukallaf. Lalu Hadis 
yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an mempunyai fungsi 
sebagai penjelas, penguat serta penetapan hukum terhadap isi kandungan 
Al- Qur’an bagi orang-orang beragama islam, sama halnya dengan Al-Qur’an, 
banyak pula Hadis yang berbicara mengenai sebuah hukum. 

Disini peneliti telah memperoleh data berupa kesamaan antara asas-
asas hukum yang terkandung dalam PERMA No. 3 tahun 2017 tentang 
mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dengan ayat-ayat 
dan hadis- hadis ahkam yang kemudian digambarkan dalam bentuk peta 
konsep.6 Berikut ini gambaran Peta konsep terhadap kedudukan Asas-asas 
Hukum dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara 
perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan Tinjauan Ayat dan 
Hadis Ahkam. 

 
5 Mardani, Hadis Ahkam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) h. 10 
6 Dhony Yusra “Peta Konsep tentang logika dan penalaran.” Repostory Ubharajaya h. 10, 

2023 
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Skema I : peta konsep asas hukum dan ayat ahkam

QS. Ali Imran : 21 

QS. Qashas : 59 
Kepastian Hukum 

QS. Al-Baqarah : 179 

QS. Al-Baqarah : 187 Kemanfaatan 

QS. Al-Maidah : 8 

QS. An-Nisa : 35 

QS. Shad : 26 

Keadilan 

QS. An-Nur : 2 

QS. Al-ZAlzalah: 7-8 

  Persamaan di Depan   
Hukum 

Asas Hukum 

QS. An-Nisa : 32 

QS. Al- Hujurat : 13 

QS. Ali Imran : 195 

Kesetaraan 
Gender 

QS. Al-A'raf : 19-22 Non Diskriminasi 

QS Al-Baqarah : 34 

QS. Al-An'am : 165 

QS. Al-Isra : 70 

Penghargaan atas 
Harkat dan 

Martabat Manusia 
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Skema II: Peta Ponsep asas hukum dan Hadis Ahkam 
 

  

HR. Bukhari No. 2523 

HR. Muslim No. 3190 
Kepastian Hukum 

HR. Bukhari No. 2504 Kemanfaatan 

HR. Bukhari No. 2509 

HR. Bukhari No. 3235 

Keadilan 

HR. Bukhari No. 6289 

HR. An-Nasa'i No. 4814 

Persamaan di Depan   
Hukum Asas Hukum 

HR. Bukhari No. 4789 

HR. Bukhari No. 4801 
Kesetaraan Gender 

HR. Bukhari No. 4805 Non Diskriminasi 

HR Abu Dawud No. 4062 

Penghargaan atas Harkat   HR. At-Tirmidziy No. 
dan Martabat Manusia  2189 

HR. Ahmad No. 19672 
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1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia 
Bahwa asas ini mengandung makna setiap manusia memiliki kehormatan di 

dalam dirinya, ada nilai, mutu, kualitas yang telah dimiliki oleh setiap 

manusia sebagai karunia dari tuhan yang maha esa. Di dalam ajaran Agama 

islam sendiri sangatlah menghargai hal tersebut, karna itu merupakan 

bagian dari adab dan akhlak sebagai muslim/muslimah sejati. 

2. Non Diskriminasi 
Ini merupakan salah satu asas utama dalam memutus pekara perempuan 

berhadapan dengan hukum. Bahwa asas ini menjadi landasan etis untuk 

meniadakan adanya setiap perlakuan pengucilan, pembedaan terhadap 

wanita yang bertujuan atau berpengaruh untuk mengurangi atau 

menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak atas 

manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dalam bidang apapun atas dasar 

persamaan pria dan wanita.7 

3. Kesetaraan Gender 
Selain asas non diskriminasi, asas kesetaraan gender juga merupakan asas 

yang utama dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 

hukum, hampir sama dengan asas non diskriminasi letak perbedaannya ialah 

non diskriminasi lebih mengarah pada bentuk perbuatan atau sikap 

perlawanan terhadap tindakan pengucilan, sedangkan asas ini menegaskan 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak-hak 

masing-masing individu, serta kesetaraan dalam mencapai kuliatas hidup. 

Dengan kata lain, bahwa harus ada keseimbangan antara laki-laki dan 

Perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai 

manusia terpenuhi serta bisa ikut berperan dan berpartisipasi di berbagai 

bidang.8 

4. Persamaan di Depan Hukum 
Asas ini juga merupakan asas yang utama dalam megadili perkara 

perempuan berhadapan dengan hukum selain kedua asas sebelumnya (Non 

Diskriminasi dan Kesetaraan Gender). Asas ini dapat dimaknai sebagai 

suatu asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap 

individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. 

Bahwa semua sama dihadapan hukum.9 

5. Keadilan 
Bahwa setiap tindakan atau putusan dalam penyelenggaraan Negara harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara. 

Dengan kata lain bahwa setiap putusan hendaknya tidak memihak pada 

 
7 Eko riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Persfektif Internasional, regional, dan nasional 

(Depok: PT. Rajagrafindo persada, 2018) h. 29 
8 Resume parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan, h. 2. 2020 
9 Julita Melissa walukow, perwujudan prinsip equality before the law, lex sociatais 1. H. 163. 

2013 
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salah satu pihak yang berperkara, serta mengakui adanya persamaan hak 

dan kewajiban kedua belah pihak 
6. Kemanfaatan 

Bahwa setiap putusan tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual akan 

tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga 

memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara 

dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya 
7. Kepastian Hukum.10 

Merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu 

tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat berkaitan dengan 

kepastian itu sendiri. Esensi dari keteraturan akan menyebabkan  

seseorang hidup secara berkepastian hukum dalam melakukan kegiatan 

yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu 

sendiri.11 

 

E. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan di atas mengenai kedudukan PERMA 

No. 3 tahun 2017 dalam tinjauan ayat dan hadis ahkam maka ada tiga 
Asas khusus yang menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara 
perempuan berhadapan dengan hukum dalam PERMA tersebut yaitu: 

1. Non Diskriminasi 
2. Kesetaraan Gender 
3. Persamaan di depan Hukum 

  

 
10 Ahmad Irwan Hamzani,  Asas-asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam 

pengembangan hukum di Indonesia (Yogyakarta: Thafa Media, 2018) h. 15 
11 Ahmad Irwan Hamzani,  Asas-asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam 

pengembangan hukum di Indonesia (Yogyakarta: Thafa Media, 2018) h.17 
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AYAT AHKAM 

Q.S Al-A'RAF : 19-22 

 

Q.S AN-NISA : 32 

 Q.S AL-HUJURAT : 13 

  Q.S ALI IMRAN :195 

 

 

HADIS AHKAM 

  H.R Bukhari No. 4806 
 

       H.R Bukhari No. 4789 

       H.R Bukhari No. 4801 

 

Q.S AN-NUR : 2 

Q.S AL-ZALZALAH : 7- 8 

H.R Bukhari No. 6289 

H.R An Nasa'i No. 4814 
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